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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada pengguna
layanan, Pemerintah Daerah perlu memperkuat keterpaduan layanan
digital daerah melalui penyederhanaan akses, integrasi layanan,
standardisasi aplikasi, keamanan informasi, dan pelindungan data
pribadi.

bahwa penyelenggaraan layanan digital Pemerintah Kabupaten Bintan
perlu diarahkan dalam satu kerangka manajemen layanan yang
terintegrasi agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian,
pemeliharaan, dan evaluasi layanan digital tidak berjalan secara sektoral,
terfragmentasi, dan tidak berkelanjutan.
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Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penyelenggaraan Bintan
Satu Akses dan Integrasi Layanan Digital Daerah . Terdapat
beberapa bab pada Peraturan Bupati ini yaitu : Ketentuan Umum,
Maksud Tujuan Prinsip dan Ruang Lingkup, Rekomendasi Teknis
Integrasi dan Standar Teknis Integrasi, Pembangunan
Pengembangan Pengadaan dan Pengoperasian Layanan Digital
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